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Pengesahan RUU
Pemilu menjadi
undang-undang -
landasan pemilu
serentak 2019.
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ETELAH lobi-lobiantar-
fraksi'yang melelah-
kan, lewat tengah
malam tadi Rapat
_Paripurna DPR memutuskan
menyetujui.Rancangan Un-

dang-Undang Penyelengga-

raan Pemilu (RUU Pemilu)

menjadi undang-undang se-

cara musyawarah mufakat.
Keputusan itu tercapai sete-

lah empat fraksi, yaitu Partai

Gerindra, Partai Demokrat,

PAN, dan PKS; memilih tidak

ambil bagian dalam pengam-
bilan keputusan. Mereka
memilih memnggalkan rapat
paripurna.

Setelah anggota dari ke
empat fraksi tersebut me-
ninggalkan ruangan, Ketua

DPR Setya Novanto selaku

pemimpin rapat menanya-

kan kepada peserta rapatdari -

enam fraksi, yakni PDIP, Gol-
* kar, NasDem, PKB, Hanura,
dan PPP, “Apakah menerima
lima isukrusial seperti tercan-
. tum pada paket A?” -
Keenam fraksi kompak
menjawab setuju terhadap
paket yang terdiri dari-am-
bang batas pengajuan calon
presiden (presidential thresh-
old) 20%-25%, ambang batas
parlemen 4%, sistem pemilu
" terbuka, alokasi kursi per
dapil 3-10, dan konversi suara
sainte lague murni.

Novanto yang memimpin
LAt AR e a +Hilran Tadli

;Zon dengan dltemam Fahri
Hamzah pun mengetukkan
palu sebagai tanda persetu-
juan dewan terhadap RUU Pe-

milu untuk disahkan menjadi #

undang-undang. .
Sebelurnya, lobi-lobi antar-

‘fraksi yang berlangsung di

sela-sela skors rapat Kamis

(20/7) malam menyepakati

penyempitan paket terkait
dengan isu krusial dalam
pembahasan RUU Pemilu dari
lima menjadi dua.

Walkil Ketua DPR Fadli

Zon yang memimpin rapat
paripurna mengatakan dua
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Kali sesi lobi yang dilakukan
fraksi-fraksi menghasilkan

pengerucutan lima paket

menjadi dua paket, yaitu pa»
ket A dan paket B.

Lebih stabil -

Menurut pengamat polmk =
dari Charta Politika Yunarto .
Widjaja, dengan disetujuinya |

paket A yang salah satunya
menerapkan presidential
threshold 20%-.

: proses ]alannya P

25%, kelak

WALKOUT: Perwakllan dari fraksi Partai Germdra Partai Am nat NaS|onaI, Partan Demok'

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat agenda voting rapat parlpurna RUU Pemllu di

tahan akan lebih harmoms
«pasalnya relasi antara par-

‘lemen dan presuien terjalin

lebih baik karena koalisi su-

dah terbangun sejak awal pre- -

siden masih berstatus seba
capres,”kata. Yunarto.

Kendati demikian, Tan ue-

tidak bisa men]ad]kan presi-
dential threshold 20%-25%

sebagai ]amman ~stabilitas
politik di masa depan dengan

alon presulen, metode terse-
but tidak dagat diharapkan -
- untuk membuat demokraer
lebih stabll

Jalam menanggapl ke-
putusan rapat par1 a,

MUSUSANTO

Merid:i‘gri'[j‘ahjo Kumdlo Yahg
hadlr mewakili pemerintah

gan pengesahan RUU Pe-

it m]lu nmenjadiundang-undang,

kan kepatuhan pemerintah
dan partalpo]mk terhadap ke-
~ putusan MK dan prinsip dari
UUD 194 (Pra/Nov/A.nt/X 3)




